BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATARBELAKANG

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan sakin alat yang
penting untuk membangun masyarakat yang adil darknma Untuk
mencapainya fungsi dari Bumi, air dan ruang angkadagai yang dimaksudkan
diatas, haruslah sesuai dengan kepentingan rakyatNegara, Kepentingan
perekonomian Indonesia dalam pembangunan Nasibaafjaklah sangat perlu
ditingkatkan lagi. Pada tahun 1960 pemerintah tekasrkeinginan untuk
mewujudkan lembaga jaminan yang disesuaikan dergdbutuhan bangsa

Indonesia.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara héyertadan
berkesinambungan adalah dalam rangka untuk menkagkataraf hidup
masyarakat baik materil maupun sprituil berdasarRamcasila dan Undang-
undang Dasar 1945 sehingga terwujud masyarakatdadilmakmur. Salah satu
cara untuk meningkatkan taraf hidup adalah dengaangembangkan
perekonomian dan perdagangan. Dalam rangka memglikasinambungan
tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pentminmaupun masyarakat
sebagai orang perseorangan dan badan hukum, shpgdtikan modal atau dana
dalam jumlah yang cukup besar. Untuk mewujudkan yarakat adil dan
makmur, maka sangat perlu dibutuhkan dukungan g@amerintah dalam
meningkatkan kegiatan perekonomian sebagai aparabg y berwenang
menetapkan kebijaksanaan ekonomi. Era globalisastmbawa serta
meningkatnya pembangunan di segala bidang yangungat membutuhkan
modal. Modal yang tersedia baik yang berasal ddard dan luar negeri lazimnya
disalurkan melalui perbankan. Modal tersebut pdiindungi, karena dana yang
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yang disalurkan oleh perbankan itu berasal dariadamlik masyarakat. Jika
modal (dana) itu tidak dapat dikembalikan atau mae&an menimbulkan
stagnasi atau gangguan dalam pembangunan dan yakhimengakibatkan
keresahan dalam masyarakat.

Dalam hubungan itu fungsi dan peranan lembaga kgunagang dalam
hal ini perbankkan hendaknya lebih ditingkatkararagemakin berperan sebagai
penggerak dan sarana mobilisasi dana masyaraka gektif dan sebagaib
penyalur dari dana tersebut untuk pembiayaan lagiagang produktif.
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dembangunan Nasional yang
merupakan salah satu upayetuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil
dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undasgr 1945. Dalam
rangka memelihara keseimbangan pembangunan tersgimg para pelakunya
meliputi baik pemerintah maupun masyarakat @&lbaorang perseorangan
dan Badan Hukum sangat diperlukan dana dalamajuimsar

Dengan meningkatnya Kkegiatan pembangunan, nglesti juga
keperluan akan tersedianya dana yang sebagian kiiparoleh melalui
kegigan perkreditad. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan
tersebut dalam proses pembangunan sudah semegtkeyapemberi dan
penerima kredit serta pihak yang lain terkaiendapat perlindungan
melalui suatu lembaga hak jaminan yang kumn yang dapat pula
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yariggepentingan. Pemberian
kredit pada hakekatnya adalah suatu kepernaydai si pemberi kredit
terhadap si penerima kredit, namun tidaklalsardykal kredit, baik berupa
jaminan perorangan ataupun jaminan kebendaan seld@mya angka-angka
positif, haruslah merupakan faktor-faktor dalam- hia&l yang tidak diinginkan.
Apabila kita simak bersama maka jaminan yang bdaiadn:

1. Jaminan dapat segera mudah dan cepat memimaetdapatkan kredi
oleh yang memerlukan kredit
2. Jaminan tidak mengurangi atau melemahkan p&abusi pencari kredit

dalam melaksanakan tujuannya.

! Purwahid Patrik dan Kashadijkum Jaminan (Semarang :
Fakultas Hukum UNDIP,2008), halaman 4
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3. Jaminan dapat memberikan kepastian kepadpesiberi kredit, dalam
arti bahwa barang jaminan tersebut setiap wakgetia untuk dieksekusi
bilamana perlu dapat segera di uangkan dengan aEmt dipakai
melunasi hutang si pemberi kredit.

Demikianlah apa yang penulis utarakan dis atlapat merupakan
prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus diketahléhosemua pihak yang
terlihat dalam suatu pemberian jaminan kredit. Dagian diatas maka di tarik
kesimpulan bahwa jaminan yang paling utama di tuleh kreditur yaitu
jaminan terhadap benda-benda tetapi khususmgah.

Sehingga untuk itu diperlukan suatu lembaga haknan yang kuat dan
mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pipakg berkepentingan yang
dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembamgun
untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dadil makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mleatikan keterlibatan
masyarakat sebagai penyedia dana dalam kegiatabapgoman, dibutuhkannya
adanya lembaga jaminan hak yang kuat dan dapabatikan pada hak atas tanah
serta mampu memberikan kepastian hukum bagi pilf@&p yang
berkepentingan. Karena itu Rancangan Undang-ungang telah disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia padggainl8 maret 1996 dan
disahkan menjadi Undang-undang oleh Presiden padggal 9 April 1996,
lahirlah  Undang-Undang Republik Indonesia NomdérTahun 1996 yang
mengatur tentang hak tanggungan atas tanah bekenda-benda yang
berkaitan dengan tanaH,selanjutnya disingkat UUHT.”

Sebagaimana yang terkandung dalam UUHT, makaur-unsur
pokok dari hak tanggungan antara lain :
a) Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasargu
b) Obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah seklRA)
c) Hak Tanggungan dapat dibebankan terhadap tanatmaka (

2 Eugema Liliawati MulyonoTinjauan Yuridis Undang-undang Hak Tanggungan
Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbank@akarta : Harvarindo,2003), halaman 1.
% Sutan Remy Sjahdairtiiak Tanggungan, Asas-asas Ketentuan-ketentuan
Pokok darMasalah Yang dihadapi Oleh Perbank@andungAlumni 1999), halaman 11.
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atastanah) saja tetapi dapat pula dibebankan berikotide
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengamitana

d) Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu

e) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada knmedito

tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain.

Hak Tanggungan mempunyai sifat yang disebutkarandaPasal 2
UUHT bahwa

1) Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapdiagitbagi,
kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberiailak
Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2) Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapaataask
tanah, dapat diperjanjikan dalam AktaPemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan, bahwa pelunasan yeang
dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yasgroya
sama dengan nilai masing-masing hak atasah yang
merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungamgyakan
dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehinggaudtian
Hak Tanggungan itu hanya membebani siyek Hak
Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang beluomaldi

Dalam Pasal 25, Pasal 33 dan Pasal 39 rgAdadang Pokok
Agraria menyatakan bahwa hak milik, hak gurmsaha dan hak guna usaha
dapa dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggnsebelum lahir
Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tidak dijumpai dalddPA. Hanya dalam
Pasal 51 dikatakan bahwa hak tanggungan itu ditgmgan undang-undang

Selanjutnya Pasal 57 UUPA menyatakan bahwamselsebelum
keluarnya Undang-Undang No.4 Tahun 199@&ngy berlaku adalah
ketentuan -ketentuan mengenai hypotheek tersebamditab undang- undang
hukum perdata indonesia dan credietverband terselalam S1908-542
sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-1902.

* K.Wantjik salehHak Anda Atas Tanah, (Jakart&halia Indonesia, 1990), Halaman 55.
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Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Pokok riagrdUUPA)
Nomor 5 tahun 1960 yang sekarang telah diatur dengianya UUHT
Nomor 4 tahun 1996 yang disebutkan pada Pasal # (@yaHak atas tanah
yang dapat di bebani Hak Tanggunyantara lain

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan.

Selain Hak-hak atas tanah diatas disebutkan paga Pasal 4 ayat (2)
bahwa Hak pakai atas tanah Negara yang menuruntkate yang berlaku
wajib didaftar menurut sifatnya dapat dipindalgenkan dapat juga dibebani
Hak Tanggungan,dan juga disebutkan pada Pasal #@ (dyaUUHT, Hak
Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak &aah berikut bangunan
,stanaman, dan hasil karya yang telah ada atau ataryang merupakan milik
pemegang hak atas tanah yang pembebanannya deegas dinytakan
didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersdagk dan juga
disebutkan pada Pasal 27 UUHT bahwa : Keantundang-undang ini
berlaku juga terhadap pembebanan hak jamires)Riimah Susun dan Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun.

Adapun fungsi daripada jaminan tersebut ddateemi keamanan
modal yang diberikan oleh kreditur kepada debigirpgémberi modal). Hal ini
memang sudah sewajarnyalah hak-hak dari kreditnush dilindungi dan
disinilah letak arti penting lembaga jaminan. Kekgn yang longgar dalam
perkreditan juga sangat diperlukan demi pedilgan terhadap pihak
ekonomi lemah vyaitu para petani kecil, pedggakecil, para pegawai
kecil.

Mereka semua itu memerlukan kredituntuk reemgangkan usahanya
disamping kurang mampunya untuk memberikan nami yang memadai
untuk jaminan bagi kredit yang diperlukan.

Dalam rangka memperhatikan lembaga jaminamg yalemikian

°Prof.  Boedi Harsonsdlimpunan  peraturan-peraturan  hukum tan@akarta
Djambatar2002),halaman 45
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bentuk-bentuk lembaga jaminan yang tumbuh dersgdurnya dalam praktek
perlu mendapat pengaturan dengan segera. ilabangat dirasakasangat
perlu karena beberapa masalah atau persoalan yangrub pengantan
penulis banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalpraktek tidak sejalan
dengan peraturan yang ada, misalnya saja pesrgusaha pada khususnya
serta masyarakat pada umumnya belum dapat nfigatkan fasilitas yang
diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kigetibbankkan, sehingga apa
yang terjadi kewajiban debitur untuk mengembalikaodal yang diberikan
dari kreditur tidak berjalan lancar sebagaimanestinya ini jelas merupakan
faktor penghambat jalannya perekonomian suaturaega

Kemudian problem yang lain adalah bahwa penguatdia masyarakat
belum mengetahui bagaimana prosedur pelaksars@abguian kredit dengan
jaminan atau tanggungan. Dengan melihat kenyathatas maka sangatlah
perlu sekali pemerintah memberikan bimbinganup&r penyuluhan —
penyuluhan kepada para pengusaha maupun masyarghaj mempunyai
kepentingan dengan masalah tersebut.

Di samping itu pemerintah dalam hal ini memberikeengawasan
yang tepat dan cepat sehingga kredit perbankkag gédrerikan tersebut dapa
berperan sebagaimana diharapkan., sehingga kemamngkebocoran-kebocoran
dapat dihindari sedini mungkin. Adapun progesibebanan Hak Tanggungan
menurutUndang-Undang Hak Tanggungan adalah meladutahap

1. Tahap pemberian Hak Tanggungan dengan penmbA&ta Pemberian
Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sebelumnyahteldbud
perjanjian  hutang piutang yang menjadi dasari d Hak
Tanggungan ini (Pasal 8 Ayat 1) UUHT.

2. Tahap pendaftaran oleh kantor Pertanahan, peralaftai adalah
perting karena membuktikan saat lahirnya Hak TQangan yang
dibebankan Bahwa untuk memperoleh kepastian mengerst s
pendaftaran maka ditentukan bahwa selambatdabd 7 (tujuh)
hari setelah penandatangan Akta Pemberian Hagglengan dan

penerimaan surat-surayang diperlukan untuk pendaftaran terdebu
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secara lengkap oleh Kantor Pertandhakpabila hari ketujuhjatuh

pada hari libur,maka dihitung hari kerja berikutnya

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan diaf@neliti tertarik
untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan Peardaft Hak
Tanggungan, dan Hambatan yang timbul akan dikdgihl lanjut dalam suatu
penelitian dalam rangka penulisan hukum denmgaml “Akibat Hukum Terhadap
Keterlambatan Pendaftaran Akta Pembebanan Hak Taggg Oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanan ke Kantor Pertanahan Bogor.”
1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka adardmbg@ermasalahan
yang ingin penulis kemukakan. Permasalahan — patatan tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Mengapa Proses Pendaftaran Akta Pembebanan Hak
Tanggungan di Kantor Pertanahan Bogor Kurang Hfeldn
Efisien ?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap keterlambatan ftenaa
Akta Pembebanan Hak Tanggungan oleh Pejabat PerAkteat

Tanah ke kantor pertanahan Bogor ?

13. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam peneliii@n adalah metode
penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan pdisli lapangan dan
kepustakaan yang terkait dengan peraturan perundaofgngan yang berlaku
mengenai Jaminan Hak Tanggungan. Pemilihan metodalilakukan untuk
menemukan aturan hukum, prinsip — prinsip hukurauyman doktrin — doktrin
hukum guna menjawab permasalahan hukum yangdajgn, yang dilakukan

® Kartini Muljadi Gunawan WidjajaHak Tanggungan(Jakarta :Setdukum
HartaKekayaan 2006), halaman 213.
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dengan cara meneliti bahan pustaka atau data gekun

Metode Penelitian dikumpulkan melalui studi kepksbn atau
dokumen-dokumen yang menghasilkan data skundea Bekunder adalah data
yang diperoleh melalubahan kepustakaan. Diperoleh dengan cara melakukan
penelitian kepustakaan guna mendapatkan landésantis berupa pendapat-
pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-piaak yang berwenang. Data
sekunder didapat dari

1. Bahan Hukum Primer
a) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

b) Peraturan perundang-undangan, yaitu

1)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDasar
Pokok Agraria

2)Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yan@iBerk
Dengan Tanah.

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997taremPendaftaran
Tanah.

5)Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998tdren Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

6)Peraturan Menteri Negara Agraria/lKepala BadantaRahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksana PP Nomor 24 Tahun 1997 TerRanglaftaran
Tanah.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang eitankga hubungan
dengan bahan hukum primer dan dapgembantu menganalisa dan
memahami bahan hukum primer, metipgu

a) Buku-buku mengenai Hukum Agraria Indonesia, buklatbu
mengenai Hak Tanggungan, serta buku-buku re&igd

penelitian

"Soerjono Soekanto dan Sri Mamudpieneliian Hukum NormatiSuatu
TinjauanSingkat,Cet. 10, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 20@r)13 -14
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b) Hasil karya ilmiah para sarjana tentang Pertanahan.

c) Hasil penelitian tentanBetanahan

Selain itu juga dilakukan studi lapangan melaluawancara yang
menghasilkan data primer. Data Primer, adalah datag relevan dengan
pemecahan masalah pembahasan yang didapat sdamber utama yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikulkgn langsung oleh peneliti
dari obyek penelitian. Data primer diperoleh dengara  Wawancardengan
cara ini penulis melaksanakan komunikasi langsunguku mendapatkan
keterangan yang diperlukan dan sesuai dengan panwWawancara/interview
merupakan suatu proses tanya jawab secara lisamagia 2 orang atau lebih
berhadapan secara fisik. Dalam proses intervieda 2 pihak yang
menempati kedudukan yang berbeda sagihak sebagai pencari
informasi/disebut informan/respond&n

Peneliti melakukan wawancara ini dengan mengkan teknik
wawancara terarah(directive interview) yaitu peneliti terlebih dahulu
merencanakan pelaksanaan wawancara. Wawandtakalkdin berdasarkan suatu
daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan elidrl dahulu. Pertanyaan
disusun terbatas pada aspek-aspek dari magaighditeliti. Dengan melalui
wawancara, peneliti akan memperoleh data sesuagadenkeinginan dan
permasalahan yang akan dibahas. Wawancara kilakuntuk responden
(informan)

Pada penelitian ini spesifikasi yang dipergunaletalah deskriptif
analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkanara menyeluruh dan
sistemdis obyek dari pokok permasalah@an

Dalam penelitian ini analisis data yamdjpergunakan analisis
kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkata deskriptif
analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden reetartulis atau lisan serta

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipealajaebagai sesuatyang

8 Soemitro Ronny HMetodelogi Penelitian Hukunfjakarta : Ghalial983),
halaman 47.

® Bambang Waluyo,Penelitan Hukum Dalam PraktekJakarta :Sinar
Grafika, 1991), halaman 122.
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utuh’® maksudnya data yang diperoleh disusun ses&@@matiskemudian
dianalisis secara kualitatif agar diperolehjelesan masalah yang akan
dibahas.

14. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagaiuierik

e Bab kesatu merupakan bab pendahuluan, yangnuate latar
belakang masalah, pokok permasalahan, metode ligganu dan
sistematika penulisan.

« Bab kedua akan membahas mengenai Pengertiaiatagungan dan
Dasar Hukumnya, Ciri-ciri hak tanggungan, Azas-adak Tanggungan,
Subyek dan Objek Hak Tanggungan, Pembebanan Haigliagan, Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Pelaksariroses
Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahdupéen Bogor
yang Kurang Efektif dan Efisien, Akibat hukumnyaabpa APHT yang
Terlambat di daftarkan oleh PPAT ke Kantor P exteam
Kabupaten Bogor dan cara pelegaannya. Dalam bab ini dibagi
menjadi beberapa subbab, dan masing —masing sufgibsébut akan
terdiri dari Uraian-Uraian mengenai Hak Tanggungan.

» Bab ketiga merupakan bab penutup yang akan tetditi kesimpulan
penelitian dan saran yang berfungsi untuk negikdn bahan kajian
akademik, memperbaiki regulasi dan implementasi petan Akta

Pemberian Hak Tanggungan pada masa mendatang.

2 Ronny Hanitijo SoemitraMietodologi Penelitian Hukun{Jakarta : Ghalia
Indonesia, 1983), halaman 93
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